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 Memasuki era Sustainable Development Goals (SDGs) dimana 
merupakan sebuah konsep lanjutan dari MDG’s kemiskinan masih 
menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Indonesia 
sebagai bagian anggota dari PBB berkomitmen untuk mengatasi 
masalah kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs. Jika dilihat 
kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang berat 
karena menyangkut isu kesenjangan yang lebar. berbagai upaya 
dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mengatasi 
masalah kemiskinan. Provinsi Yogyakarta sebagai salah satu provinsi 
termiskin di pulau jawa memiliki beberapa tujuan dan program yang 
dilaksanakan guna mengatasi kemiskinan.program-program tersebut 
juga melibatkan beberapa dinas terkait dikarenakan kemiskinan yang 
dihadapi merupakan persoalan kemiskinan multidimensional. 
Program-program tersebut tertuang dalam RPJMD Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022.  
Naskah direvisi: 

















Sampai dengan akhir abad 20 masalah mengenai kemiskinan merupakan suatu masalah yang 
menjadi beban bagi dunia. Kemiskinan nampaknya akan menjadi sebuah persoalan yang sulit atau 
bahkan tidak pernah hilang di dunia. Guna menanggapi fenomena tersebut para pemimpin negara 
diberbagai penjuru dunia merespon masalah kemiskinan dengan menyepakati suatu deklarasi yang 
dikenal dengan Millenium Development Goals (MDG’s). Deklarasi mengenai MDG’s diikuti oleh 
189 negara dan dilaksanakan pada bulan September tahun 2000 dimana Pemerintah Indonesia turut 
menghadiri deklarasi tersebut. Salah satu target yang dicanangkan dalam deklarasi ini adalah 
pengurangan penduduk miskin hingga 50% hingga tahun 2015. Dari MDG’s memberikan indikasi 
bahwa persoalan kemiskinan menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh dunia. 
Memasuki era Sustainable Development Goals (SDGs) dimana merupakan sebuah konsep 
lanjutan dari MDG’s. Kerangka kerja dalam SDGs berlaku selama 30 tahun dimulaid ari tahun 2015 
hingga 2030.  Berbeda dengan konsep sebelumnya yaitu MDG’s pada konsep SDGs bersifat 
cenderung lebih teknotaris dan bersifat birokratis. Dalam penyusunan butir-butir SDGs terlihat lebih 
inklusif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil guna menyelesaikan permasalahan yang ada. 
Dalam penyusunan butir SDGs masih terdapat beberapa butir permasalahan yang sebelumnya sudah 
menjadi proyeksi dalam MDG’s namun belum terselesaikan. Salah satu masalah tersebut adalah 
kemiskinan dimana dalam SDGs masalah kemiskinan terletak pada tujuan pertama SDGs. 
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Susstainable Development Goals dapat diartikan sebagai ebuah pondasi ataupun kerangka kerja 
yang berlaku selama 15 tahun. Berlakunya SDGs dimulai pada tahun 2015 dana akan berakhir pada 
tahun 2030. Pada konsep yang diterapkan oleh SDGs berbeda dengan pendahulunya yaitu MDGs. 
KOnsep SDGs lebih melibatkan banyak pihak baik organisasi sipil maupun organisasi lain. Konsep 
dalam SDGs sangat diperlukan guna membentuk kerangka pembangunan yang dapat mengakomodasi 
segala perubahan pasda ditetapkannya era MDGs terutama terfokus mengenai perubahan situasi dunia 
sejak era 2000an (Wahyuningsih, 2017). Konsep pembangunan berkelanjutan disusun aberdasarkan 
beberapa dimensi diantaranya merupakan dimensi kelembagan, ekonomi, lingkungan dan juga 
dimensi sosiall. Didalam tujuannya maka SDGs terdapat 17 tujuan dan sejumlah indikator untuk 
pengukurannya (Retno Setianingtias, Dkk, 2019). Lebih jauh dalam penelitiannya Wahyuningsih 
(2017) menjelaskan bahwa isu mengenai sumber daya alam, kerusakan lingkungan, ketahanan 
pangan, perlindungan sosial dan juga kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi penerapan 
SDGs. 
Indonesia sebagai bagian anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentunya juga 
berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jika dilihat kemiskinan di Indonesia merupakan 
sebuah persoalan yang berat karena menyangkut isu kesenjangan yang lebar antara “kaya” dengan 
“miskin”. Isu kesenjangan tersebut juga dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh World Bank. 
Terdapat 25,9 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dari total seluruh penduduk di 
Indonesia(World Bank, 2019). Maka dapat dilihat bahwa sekitar 10% dari penduduk indonesia dapat 
dikatakan masih berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu menurut data yang dikeluarkan oleh 
World Bank menunjukkan bahwa masyarakat yang masih berkategori sebagai ekonomi rentan 
terdapat sekitar 20.19% dari seluruh penduduk. 
“Upaya pegentasan kemiskinan di Indonesia sendiri dikategorikan menjadi dua kelompok besar 
(Bappenas, 2017). Kelompok pertama terdiri dari program-program yang ditujukan hanya pada orang 
miskin. Jika program-program ini dilaksanakan secara efektif, maka keluarga-keluarga miskin yang 
benarbenar akan menikmati hampir seluruh manfaatnya. Kelompok program ini sangat tergantung 
pada pentargetan awal yang akurat untuk memastikan bahwa penerima manfaat teridentifikasi dengan 
benar.  Kelompok kedua terdiri dari program program yang ditujukan tidak hanya untuk rakyat miskin 
tapi juga untuk masyarakat dari semua golongan pendapatan, tapi secara proporsional akan memberi 
manfaat lebih bagi rakyat miskin.” 
Sementara itu menurut Muhammad Fardan (2015) pemerintah sudah mulai serius dalam 
menanggapi isu kemiskinan dalam kerangka SDGs. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang RPJPN 2005- 2025 terlihat jelas bahwa pemerintah indonesia mulai memasukkan beberapa 
program terkait dengan kemiskinan sesuai dengan kerangka SDGs. Sustainable Delevolpment Goals 
(SDGs) merupakan sebuah kesepakatan global yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan 
dengan skala global. Lebih jauh dijelaskan oleh Zaki Arianto (2017) dalam penelitiannya yang 
menyatakan bahwa terdapat kesamaan maupun kemiripan antara poin-pont dalam SDGs dan juga 
Nawacita dalam hal pembangunan ekonomi, manusia, ekologi dan konservasi, oleh karena itu kedua 
konsep ataupun pendekatan tersebut dapat diselaraskan. 
Didalam tujuanya penghapusan kemiskinan menjadi tujuan pertma. Dari tujuan tersebut juga 
dapat dilihat bahwa negara didunia sepakat bahwa kemiskinan harus dihapuskan (Tri Santoso, 2016). 
Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Santoso menyatakan bahwa pengentasan 
kemiskinan memiliki keterkaitan dengan tujuan lain yang dicanangkan oleh SDGs. Tujuan 
selanjutnya seperti dunia tanpa kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan serta tujuan yang lain 
akan dapat terselesaikan apabila kemiskinan dapat ditekan atau setidaknya dikurangi. Berbicara 
mengenai kemiskinan tentu masalah tersebut juga menjadi masalah klasik yang masih dihadapi 
Indonesia dan masih berusaha dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. 
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Pengentasan kemiskinan sudah dimulai sejak rezim orde baru, namun masih menyisakan 
persoalan hingga saat ini meskipun pemerintahan telah mengalami beberapa kali pergantian 
(Hisnuddin Lubis, 2016).  Beberapa program telah diupayakan pemerintah pada masa itu diantaranya 
program Inpres Desa Tertinggal, Tabungan Keluarga Sejahtera dan juga Kredit Usaha Rakyat. 
Beberapa program yang dicanangkan ataupun sudah dijalankan oleh pemerintah pada masa itu belum 
mampu menekan masalah kemiskinan secara signifikan. Program pengentasan kemiskinan juga terus 
diuapayakan oleh Pemerintah Provinsi di Seluruh Indonesia termasuk Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang terus mengupayakan penekanan angka kemiskinan, 
Kemiskinan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif tinggi apabila 
dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 
provinsi yang memiliki presentasi kemiskinan sebesar 11.7% dan menjadi provinsi termiskin di Pulau 
Jawa (BPS, 2019). Penduduk miskin di Provinsi Yogyakarta memiliki karakteristik Kemiskinan yang 
berbeda dibandingkan Proovinsi lain di Indonesia (Maimun Sholeh. Dkk,  2016). Perbedaan tersebut 
teletak pada pengaruh urbanisasi yang tidak besar terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Dengan 
demikian kemiskinan yang menyelimuti Yogyakarta merupakan kemiskinan alamiah. Secara umum, 
masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah merasakan adanya komitmen, respon serta 
keseriusan kehadiran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan 
Walaupun masyarakat sudah merasakan kehadiran pemerintah dalam hal pengentasan 
kemiskinan namun angka kemiskinan belum berhasil ditekan secara signifikan. Pemerintah Pusat 
serta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus menciptakan strategi baru guna 
mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta(Juli Panglima Saragih, 2015). Program pengentasan 
kemiskinan yang selama ini kurang melibatkan masyarakat secara aktif justru membuat program 
pengentasan kemiskinan hanya memenuhi kebutuhan administratif dan kurang berhasil dalam 
mengentaskan kemiskinan (Achmad Fatony, 2011). Dengan adanya koordinasi yang baik antara pusat 
dan daerah tentu akan sangat berdampak dan membantu dalam hal upaya pengentasan kemiskinan. 
Sementara dalam penelitian kali ini penulis akan berfokus terhadap beberapa tujuan dan 
indikator yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta sebagai upaya guna 
mengurangi tingkat kemiskinan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Target 
penghapusan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan berakhir pada tahun 2030 dan terbagi 
menjadi 2 (dua) periode. Dalam periode pertama beberapa indikator serta target yang diterapkan oleh 
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dalam RPJMD periode 2017-2022. Guna 
melancarkan kebijakan tersebut maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui 




Metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah cara, langkah maupun prosedur yang nantinya 
digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah penelitian. Metode Penelitian yang diguakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014:13) 
penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat 
deskriptif bisa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di 
lapangan. 
Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri 
merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan 
dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data diperoleh dari suatu proses yang 
disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) berpendapat bahwa pengumpulan data 
merupakan suatu langkah yang harus dilalui guna mendapatkan semua data empiris dengan metode. 
Maka dalam penelitian kali ini dilakukan dengan teknik literatur review serta dokumentasi. Teknik 
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literatur review dilakukan dengan cara mempelajari temuan maupun bacaan yang terkait dengan 
Sustainable Development Goals dan Pengentasan Kemiskinan di DIY. Sementara itu teknik 
dokumentasi dilakukan dengan melihat atau mempelajari dokumen bukti pelaksanaan program 
pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil  
Salah sau indikator MDGs Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku pada tahun 2010-2015 
yang masih memiliki rapor merah merupakan indikator kemiskinan terutama mengenai pengurangan 
tingkat kemiskinan. Target penurunan kemiskinan pada masa berlakunya MDGs ditargetkan mampu 
menekan kemiskinan hingga angka 10.30% belum mampu direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka pada masa berlakunya SDGs Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta kembali menempatkan kemiskinan sebagaii salah satu target utama. Nantinya 
diharapkan penurunan angka kemiskinan yang diproyeksikan hingga tahun 2022 akan mampu 
mencapai angka 7-8%. 
Persoalan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupan sebuah situasi kemiskinan 
multidimensional. Sehingga dalam rangka mengurangi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta melibatkan berbagai macam pihak dikarenakan kemiskinan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dapat dilihat dari berbagai sisi. Hal tersebut menyebabkan kemiskinan tidak hanya dapat 
dilihat dari sisi pendapatan seseorang. Sehingga dalam mengupayakan penekanan tingkat kemiskinan 
maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan beberapa target guna menekan 
angka kemiskinan. Adapun beberapa target yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta guna menekan kemiskinan dalam kerangka SGDs adalah sebagai berikut :  
 
Tabel 1 
Upaya Pengentasan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 





Mengurangi proporsi kemiskian di semua dimensi setidaknya 
setengah dari semua masyarakat yang terdampak dalam 
kemiskinan sesuai dengan definisi nasional 
2022 
2. 
Menerapkan sistem perlindungan serta upaya perlindungan sosial 
bagi semua kalangan yang terdampak kemiskinan 
2022 
3. 
Menjamin adanya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi 
serta kemudahan akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, 
dan kontrol terhadap tanah bagi masyarakat yang masih 
berkategori miskin atau rentan 
2022 
4. 
Membangun ketahanan terhadap bencana, kejadian ekonomi dan 
sosial bagi masyarakat yang berkategori miskin dan rentan miskin 
2022 
 
Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan jerangka SDGs maka Pemerintah 
Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta memiliki setidaknya 4 (empat) target. Dari realisasi target-
target tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memproyeksikan kemiskinan dapat 
diturunkan hingga 7-8% pada tahun 2022. Adapun target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya ; mengurangi proporsi kemiskian di semua dimensi 
setidaknya setengah dari semua masyarakat yang terdampak dalam kemiskinan sesuai dengan definisi 
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nasional, menerapkan sistem perlindungan serta upaya perlindungan sosial bagi semua kalangan yang 
terdampak kemiskinan, menjamin adanya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta 
kemudahan akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol terhadap tanah bagi masyarakat 
yang masih berkategori miskin atau rentan dan yang terakhir adalah Membangun ketahanan terhadap 
bencana, kejadian ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang berkategori miskin dan rentan miskin. 
 
Pembahasan  
Sustainable Development Goals (SDGs) diproyeksikan dapat menggantikan Millenium 
Development Goals (MDGs). Konsep MDGs belum mampu menyelesaikan beberapa tujuan yang ada 
didalamya pada akhir 2015. Salah satu permasalahan besar dunia yang sudah mulai dicanangkan 
dalam kerangka MDGs adalah kemiskinan yang kemudian masih menjadi masalah pokok dan tujuan 
pertama didalam SDGs. Didalam konsep menghapus kemiskinan maka SDGs ada untuk mengatasi 
kemiskinan yang ekstrim dimana hingga saat ini persoalan tersebut merupakan tantangan global yang 
paling besar (Wahyuningsih, 2017). Dalam menghadapi tantangan tersebut setiap negara, daerah dan 
wilayah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada. 
Kemiskinan yang berada pada suatu daerah akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah 
lain. 
Pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri kemiskinan masih menjadi masalah besar 
yang belum terselesaikan. Jika dilihat maka grafik kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakata dari peroide 2003 - 2017 relatif mengalami penurunan. Namun persoalan lain masih 
muncul dikarekan pada rentang tahun yang sama presentase kemiskinan berada diatas kemisninan 
secara nasional (Rahmat, 2019). Kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan 
hanya terkait dengan masalah ekonomi, namun juga terkait dengan bidang lain yang sifatnya 
multidimensi (Mustofa & Pandu, 2018). Kemiskinan yang multidimensional menyebabn masalah 
kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus dilihat dari berbagai aspek 
kehidupan. 
Menghadapi persoalan tersebut maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
mengeluarkan beberapa target yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan kerangka 
SDGs. Adapun target penghapusan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan berakhir pada 
tahun 2030. Namun, target penghapusan kemiskinan pada periode pertama dimulai pada tahun 2017-
2022 melalui RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun beberapa program yang 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :  
 
Tabel 2.0 
Upaya Pengentasan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 Dalam Kerangka SDGS 
Target 1 
Target Target realisasi pencapaian 
Mengurangi proporsi kemiskian di semua dimensi setidaknya setengah dari semua masyarakat yang 
terdampak dalam kemiskinan sesuai dengan definisi nasional 
Indikator 2017 2018 2019 
1 Berkurangnya presentase kemiskinan  13.02% 12.13% 11.30% 
 
Pada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam RAD MDGs menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan masih belum tercapai. 
Target presentasi penduduk miskin yang seharusnya mencapai 10.30% pada masa MDGs hanya 
mampu mencapai angka 13.16%. Sejalan dengan tujuan yang sebelumnya ditargetkan dalam MDGs 
maka dengan mulai berlakunya SDGs Pemerintah Provinsi DIY tetap menjadikan penurunan angka 
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kemiskinan menjadi target utama. Keseriusan Pemerintah Provinsi DIY dalam pemurunan angka 
kemiskinan juga terlihat dalam dokumen RPJMD tahun 2017-2022 dimana dalam dokumen tersebut 
penurunan angka kemiskinan ditargetkan akan mencapai angka 7-8% pada tahun 2022. 
Dalam target pertama yaitu mengurangi angka kemiskinan di semua dimensi dengan target 
berkurangnya tingkat kemiskinan di DIY terlihat mulai adanya trend pengurangan angka kemiskinan 
di DIY. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 angka 
kemiskinan di DIY mencapai angka 13.02%. Kemudian berlanjut pada tahun 2018 menjadi 12,13% 
dan juga mengalami penurunan mencapai 11.30%. Jika dilihat dalam tabel 2.0 maka dapat terlihat 
bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS angka kemiskinan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta terus mengalami penurunan. Sehingga target 7-8% yang dicanangkan oleh Pemerintah 




Upaya Pengentasan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 Dalam Kerangka SDGS 
Target 2 
Target Target realisasi pencapaian 




2017 2018 2019 




















4 Jumlah penerima program pemenuhan kebutuhan 















Dalam target kedua dalam rangka menghapus kemiskinan maka Pemerintah provinsi DIY 
mempunyai target berupa penerapan perlindungan sosial bagi semua kalangan yang terdampak 
kemiskinan di wilayah Provinsi DIY. Dalam target tersebut terdapat beberapa indikator yang 
mendukung tercapainya target tersebut. Dalam indikator pertama sampai dengan ketiga, Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meluncurkan 
beberapa program. Program pertama tertuang dalam target pertama yaitu program jaminan sosial 
bidang ketenagakerjaan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan peserta sebanyak 323.576 
orang, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 menjaring masing-masing sebanyak 416.517 orang. 
Selain menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam target kedua Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggandeng Dinas Sosial guna melaksanakan beberapa 
program yang nantinya akan diterapkan sebagai indikator keempat dan kelima. Dalam indikator 
keempat Dinas Sosial melaksanakan program pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat rentan dengan 
jumah peserta sebanyak 29.530 orang pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 menjaring peserta 
sebanyak 29.025 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 27.129 orang. Dalam indikator ini terlihat 
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mengalami penurunan peseta program pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat rentan dikarenakan 
memiliki korelasi dengan trend penurunan presentasi kemiskinan yang terjadi sehingga peserta 
program pada setiap tahunnya diharapkan mengalami penurunan. Lalu indikator terakhir adalah 
penerima bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat dimana pada tahun 2018 terdapat 301 keluarga dan 
803 keluarga pada tahun 2019. 
 
Tabel 2.2 
Upaya Pengentasan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 Dalam Kerangka SDGS 
Target 3 
Target Target realisasi pencapaian 
Menjamin adanya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta kemudahan akses terhadap pelayanan 
dasar serta adanya kebebasan bagi kepemilikan, dan kontrol terhadap tanah  
Indikator 2017 2018 2019 






2 Meningkatnya tingkat kepemilikan dokumen 



























6 Presentasi bagi rumah yang sudah tidak layak huni 6,34 
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n/a n/a 


































Terget ketiga yaitu adanya adanya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta 
kemudahan akses terhadap pelayanan dasar serta adanya kebebasan bagi kepemilikan, dan kontrol 
terhadap tanah. Dalam target ini terdapat 11 indikator dimana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Dalam indikator pertama Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna mewujudkan program keluarga berencana dan keluarga 
pra sejahtera. Menurut data yang dikeluarkan oleh BKKBN dalam program tersebut pada tahun 2017 
terjaring sebanyak143.142 orang yang mengikuti program, berlanjut tahun 2018 mendapatkan 
sebanyak 129.228 orang, dan tahun 2019 tercatat 132.807 orang. 
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Dalam indikator kenaikan tingkat kepemilikan dokumen penting kependudukan (KTP 
elektronik) maka Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan. Hasil 
dari program tersebut adalah pada tahun 2017 terdapat 97.87% masyarakat yang sudah memiliki 
dokumen kependudukan. Sementara itu pada tahun 2018 mengalami kenaikan kepemilikan dokumen 
kependudukan menjadi 97.95% dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 99.45% pada tahun 
2019. Hal tersebut menandakan dalam indikator ini Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
telah berhasil meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP elektronik. 
Untuk indikator selanjutnya”Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya 
Mineral (DPU)”memiliki 4 (empat) program guna menunjang target adanya adanya hak yang sama 
terhadap sumber daya ekonomi serta kemudahan akses terhadap pelayanan dasar serta adanya 
kebebasan bagi kepemilikan, dan kontrol terhadap tanah. Adapun program pertama adalah 
meningkatnya rasio elektrifikasi, dimana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral pada tahun 2017 terdapat 1.033.690 kepala 
keluarga, pada tahun 2018 terdapat 1.109.438 kepala keluarga dan pada tahun 2019 terdapat 
1.152.414 kepala keluarga. 
Program kedua adalah meningkatnya kemudahan dalam mengakses air bersih/minum. Menurut 
data yang dikeluarkan oleh DPU DIY dalam program tersebut pada tahun 2017 telah lebih dari 
88,85% masyarakat dapat menikmati akses air bersih dengan mudah. Sementara itu pada tahun 2018 
dan 2019 angka tersebut naik menjadi masing-masing 91.77%.  Selanjutnya”Dinas Pekerjaan Umum 
Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral” juga memiliki program guna melakukan penertiban 
dan juga penanganan terhadap beberapa lokasi kumuh yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dimana telah dilaksanakan penertiban dan juga penanganan sebanyak 93 lokasi pada tahun 2017, dan 
berlanjut pada tahun 2018 serta 2019 dengan masing-masing 81 lokasi.  
Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta juga memiliki 2 (dua) program guna menunjang target 
ketiga. Program pertama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
adalah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan persalinan. Dimana 
dalam program tersebut sudah mampu terselesaikan pada tahun 2018 dimana pada tahun sebelumnya 
yaitu 2017 sudah mencapai 99.97% fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan persalinan. 
Program kedua adalah i Imunisasi lengkap pada anak dengan rentan usia 12-23 bulan  dimana 
program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan presentasi 97,50%, dan 97.90% pada 
tahun 2019. Dari data tersebut sudah terlihat bahwa anak dengan usia 12-23bulan sudah mendapatkan 
imunisasi lengkap. 
Indikator terakhir merupakan program yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan 
Olahraga. Dalam program ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai program 
peningkatan partisipasi pendidikan dari mulai tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah 
atas. Dalam peningkatan partisipasi pendidikan pada tingkat dasar (SD/MI sederajat) dimulai pada 
tahun 2017 dengan tingkat partisipasi sebesar 96,82% kemudian meningkat menjadi 97.83% pada 
tahun 2018 dan 2019. Pda tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/MTs sederajat) pada tahun 
2017 diperoleh angka partisipasi sebanyak 84,61% dan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 
86.82%. program terakhir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah 
peningkatan angka partisipasi pendidikan pada ringkat SMA/MA sederajat dimana pada tahun 2017 
dan 2018 angka partisipasi mencapai 72,16% pada tahun 2019 angka partisipasi menjadi turun dengan 
presentasi 66.57%. 
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Tabel 2.3 
Upaya Pengentasan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 Dalam Kerangka SDGS 
Target 4 
Target Target realisasi pencapaian 
Membangun ketahanan terhadap bencana, kejadian ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang berkategori 
miskin dan rentan miskin 
Indikator 2017 2018 2019 
1 















3 Persentase korban meninggal dan hilang terhadap 







4 Persentase korban meninggal dan hilang terhadap 








Dalam target keempat yaitu Membangun ketahanan terhadap bencana, kejadian ekonomi dan 
sosial bagi masyarakat yang berkategori miskin dan rentan miskin terdapat 4 indikator berupa 
program. Adapun dalam program tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam indikator ini Dinas Sosial Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 1 (satu) program yang juga dilaksanakan secara bersamaan 
dengan BNPB DIY melalui program persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah 
kejadian bencana yang mendapatkan hasil 433 orang pada 2017, 61 orang pada 2018 dan 8 orang pada 
2019. 
Selain itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih 
memiliki program lain yang dilaksanakan secara mandiri. Program pertama adalah pembentukan desa 
Destana dan Kastana yang mulai dilakukan pada tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 20 desa, 
kemudian pada tahun 2018 dan 2019 terbentuk masing-masing 25 desa. Program selanjutnya yang 
dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencanna Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 
membentuk desa tangguh bencana dimana pada tahun 2017 terbentuk 20 desa, dan tahun 2018 serta 




Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan beberapa upaya yang sejalan 
dengan SDGs guna menghapuskan kemiskinan. Berbagai upaya menghapus kemiskinan telah 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui beberapa program yang 
dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Program-program tersebut nantinya akan menjadi 
indikator guna tercapainya tujuan dalam menghapuskan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Secara garis besar terdapat 4 (empat) tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dalam rangka menghapus kemiskinan melalui RPJMD 2017-2022. 
Tujuan tersebut diantaranya mengurangi proporsi kemiskian di semua dimensi setidaknya 
setengah dari semua masyarakat yang terdampak dalam kemiskinan sesuai dengan definisi nasional, 
menerapkan sistem perlindungan serta upaya perlindungan sosial bagi semua kalangan yang 
terdampak kemiskinan, membangun ketahanan terhadap bencana, kejadian ekonomi dan sosial bagi 
masyarakat yang berkategori miskin dan rentan miskin dan yang terakhir adalah menjamin adanya 
hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta kemudahan akses terhadap pelayanan dasar, 
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kepemilikan, dan kontrol terhadap tanah bagi masyarakat yang masih berkategori miskin atau rentan. 
Dari keempat tujuan berupa program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan sudah mampu mengurangi angka kemiskinan secara 
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